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aturan pelayanan gratis, serta sarana dan prasarana kantor belum 

memadai dalam menunjang percepatan pelayanan. 

B. Saran 

1. Hendaknya penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas dilaksanakan dengan memberikan informasi 

prosedur yang transparan melalui papan informasi di kantor, 

website, brosur, atau bekerjasama dengan pejabatan kelurahan, rt 

rw untuk melakukan diseminasi secara langsung kepada 

masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam merumuskan dan 

mengevaluasi kebijakan dan diberikan kemudahan dalam  

mengakses pengaduan dengan menempatkan sarana pengaduan 

pada tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh 

masyarakat, serta biaya pelayanan gratis sesuai dengan 

peraturan. 

2. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar hendaknya 

menambah kuantitas aparat pelayananan untuk mengimbangi 

banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, 

menambah sarana dan prasarana kantor, seperti anjungan dukcapil 

mandiri untuk mempermudah masyarakat mengambil KTP dan 

mengadakan mesin cetak untuk mencetak sendiri, serta 

meningkatkan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Makassar dan lembaga Ombudsman serta masyarakat agar 

tidak ada lagi oknum yang melakukan KKN. 



 
 

158 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Agus Dwiyanto, 2017. Manajemen Pelayanan Publik, peduli, Inklusif, dan 
Kolaboratif. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 

 
--------------------, 2015. Manajemen Pelayanan Publik, peduli, Inklusif, dan 

Kolaboratif. Edisi Ke Dua. Yogyakarta : Gajah Mada University 
Press. 

 
--------------------. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan 

Publik, Yogyakarta: Gajahmada University Press. 

-----------------------, 2003 Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSKK UGM. 
Agus Hiplunudin. 2017. Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik, 

Yogyakarta: Calpulis. 

Agung Hendriyadi, et al., 2018. PelayananPublik Transparan, Efisien dan 
Kredibel, Jakarta: IAARD Press. 

 
Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana 

Anak agung Istri Ari Atu Dewi, Penyusunan Perda yang Partiispatif, 
Zifatama Jawara, Surabaya 

 
Andi Pangeran Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana. 2018 . Pokok-

pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Rajawali Press. 
Eny Kusdarini. 2019. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam 

Hukum Administrasi Negara.Yogyakarta: UNY Press.  
 
--------------------. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Yogyakarta: UNY Press. 

Hari  Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan 
Bangsa: Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika. 

Harbani Pasolong. 2011.Teori Administrasi Publik. Cetakan Ke-3, 
Bandung: Alfabeta. 

Hans Kelsen. 2007. Diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law 
and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu 
Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: 
BEE Media Indonesia. 

 



 
 

159 
 

--------------------- 2006. Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum 
Murni, Bandung: Nuansa & Nusamedia. 

 
Indroharto. 2002. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 

Juniarso Ridwa dan Achmad Sodik Sudarjad. 2009. Hukum Administrasi 
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cet 1, Bandung: Nuansa. 

Krina, Loina Lalolo P. 2003. Prinsip, Akuntanbilitas, Transparansi dan 
Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance, Jakarta: Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Jazid Hamidi, et.al .2012. Teori dan Hukum Perancangan Perda. Malang: 
UB Press 

Laporan Direktorat Aparatur Negara Kemeneteriaan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2010. Manajemen 
Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. 

Leny Novianti. 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah, 
Pekanbaru: LPPM Uin Suska Riau. 

Leny Anggraini, 2011. Aspek Hukum Penerapan Prinsip Transparansi dan 
Akuntabilitas terhadap Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah bagi 
partai politik. Tesis, fakultas hukum Universitas Hasanuddin . 

Mestika Zed. 2007. Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia. 

Miftah Thoha. 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 

M.Nur Amin. 2008. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam 
meningkatkan efektivitas kepemimpinan pada kantor wilayah 
depertemen hukum dan HAM  Propinsi Sulawesi Tengah. Tesis, 
Fakultas hukum Universitas Hasanuddin . 

 
Moenir, H.A.S, 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: 

Bumi  Aksara. 

Muh Tahir, 2008.  Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas 
Good Governance terhadap fungsi pengawasan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kendari, Tesis, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin 



 
 

160 
 

Muhammad Fitri Rahmadana, et al., 2020. Pelayanan Publik 
Medan:Yayasan Kita Menulis. 

 
Prosiding Kongres Pancasila IV. 2012. Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai 

Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusional di Indonesia. 
Yogyakarta: PSP UGM.  

 
Pahrizal Iqrom, 2013. reformais birokrasi di Nusantara, Malang: 

Universitas Brawijaya Press.  
 
Philipus M Hadjon. 1998. Tentang Wewenang, Surabaya: Fakultas Hukum 

Airlangga.  

Ridwan HR. 2008. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 

Rusdin Nawi. 2017 Perilaku kebijakan Organisasi, Bandung: Eksis Media  
Grafindo.  

Sahya Anggara. 2012. Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, 
dan Fakta dalam Upaya Menclptakan tsood Governance, Bandung: 
Cv.Pustaka Setia. 

Santoso, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good 
Governance, Bandung: Refika Aditama. 

Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), 
Bagian Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju 

 --------------------2007. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan 
Good Corporate Governance, Bagian KeTiga, Bandung: CV. Mandar 
Maju 

SF. Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi 
di Indonesia, Yogyakarta: Liberty. 

-------------------- dan Moh. Mahfud MD. 2000. Pokok-Pokok Hukum 
Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty.  

Suharyono M Hadiwiyono. 2020. Hukum pertanahan Indonesia,  
Intelegensia Media. 

Syed Hussein Alatas, 1987. Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta: 
LP3ES. 



 
 

161 
 

Tim komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. Pedoman Umum Good 
Publik Governance. Jakarta: Komisi Nasional Kebijakan Governance.  

Ulwiah. 2009. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada inspektorat 
kabupaten Mamuju Tesis, fakultas hukum Universitas Hasanuddin . 

Yayasan Cipta Laoka Caraka. 1988. Ensiklopedi Populer Politik 
Pembangunan Pancasila, Jakarta: CLC.  

Jurnal  

Achmad Ruslan, 2013. Implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik, Good Governance, Jurnal Ilmu Hukum 
Amanna Gappa Vol 21 No 1 ISSN 0853-1609 Maret 2013 Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 

Ardy Syahputra Samma. 2016. Transparansi Pegawai Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, eJournal 
Ilmu Pemerintahan, 4 (2) 2016 : 647-658 ISSN 2477-2631, 
ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. 

Muhammadiah. 2013 . Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan 
Good Governance Otonomi Daerah. Jurnal Otoritas. Vol. III No.1 
April Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah Makassar. 

Robi Cahyadi Kurniawan, 2016. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik 
Pemerintah Daerah, fiat justisia, ISSN: 1978-5186, Faculty of Law, 
Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia.  

Website 

Ashrawi Muin. 2019. Ombudsman : Pelayanan Publik Masih Perlu 
diperbaiki. Sulsel satu 
https://www.sulselsatu.com/2019/02/27/makassar/ombudsman-
pelayanan-publik-di-makassar-masih-perlu-diperbaiki.html 

Supra reses masyarakat keluhkan pelayanan instansi pemerintah Koran 
Makassar https://koranmakassarnews.com/supra-reses-masyarakat-
keluhkan pelayanan-instansi-pemerintah/  

Muhammad Nursam. 2020. Ombudsman nilai pelayanan disdukcapil 
lemah. Fajar https://fajar.co.id/2020/05/13/ombudsman-makassar-
nilai-pelayanan-disdukcapil-lemah/ 

https://www.sulselsatu.com/2019/02/27/makassar/ombudsman-pelayanan-publik-di-makassar-masih-perlu-diperbaiki.html
https://www.sulselsatu.com/2019/02/27/makassar/ombudsman-pelayanan-publik-di-makassar-masih-perlu-diperbaiki.html
https://koranmakassarnews.com/supra-reses-masyarakat-keluhkan
https://koranmakassarnews.com/supra-reses-masyarakat-keluhkan


 
 

162 
 

LAIN-LAIN  

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan 
nepotisme 

Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara No. 
63/KEP/M.PAN/7/2003 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum  Penyusunan 
Indeks Kepuasan Masyarakat 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Kota 
Makassar 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar. 

 


